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Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawes;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomos
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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telah diubah terakhir dengan Undaflg-Undang Nomor ‘9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
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8. Peraturan Daera}y Nomg 008 Nomor 1) nbaran Daera
dan  Tata  Kerjy 2 Tah

- Dinag un 2014 tentang Organisasi
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#7 KERJA UNIT PELAKSA Hiana ORGANISASI DAN TATA

NA TE
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' DAN KECAMATAN PAMONAALI;AT?\?AN PAMONA PUSELEMBA

Tahun 2008 tentang

BAB |
KETENTUAN UmMum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati j
1. Daerah adalah Kabup
2. Pemerintah  Daerah

ni yang dimaksud d .
aten Poso, R

adalah Bupati  sebagai
penyelenggara  pemerintahan  dacrap yaggag;:emlil;;?;

pelaksanaan  urusan pemerintah :
a_rl .
kewenangan daerah otonom, yang menjadi

. Bupati adalah Bupati Poso,
. Sekretaris Daerah adalah Sekretari
Poso.

]

s Daerah Kabupaten

5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota
Kabupaten Poso.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan
Kebersihan Kota Kabupaten Poso.

7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah
unsur pelaksana kegiatan tugas teknis operasional

dan/atau tugas penunjang pada Dinas Perumahan dan
Kebersihan Kota Kabupaten Poso.

8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin
suatu satuan organisasi negara.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai
Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang uptuk melaksanakan
kegiatan yang sesuai dengan prof_esm_\fa dalam rangka
mendukung kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pcrunllahzn gﬁg
Kebersihan Kota Kecamatan Pamona Puselemba

Kecamatan Pamona Utara.
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KEDUD U1 BAB [y
UI\AN, TUGAS DAN FUNGsI

operasional dinas yang qj
Dinas yang berada djp ,
Kepala Dinas.

Pimpin olep

awah dap seorang Kepala UPT

bertanggungjawab kepada

Bagian Kedyq

Pasal 4

1) UPT Dinas '
i sebagian t:;;:lpuw 4l tugas pokok melaksanakan
teknis operasional  dan/atau

sesuai dengan bidang tu
gasnya,
(2) Dal?‘(rl‘ Tjﬁraksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad
aya ])k dinas menyelenggarakan fungsi : =
a. dpe axsanaan pelayanan kepada masya'ra.kat sesuai
engan bidang tugasnya; N
b. Izzglgfilgts"‘;llltitzlr;n _tugas teknis operasional dan/atau
: IS penunjang pada Dina i
bidang tugasnya; dan p R
c. pelaksanaan pelayanan tekni ini i
ketatausahaan kepada UPT. ® administrast

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Perumahan
dan Kebersihan Kota Kecamatan Pamona Puselemba dan
Kecamatan Pamona Utara terdiri atas :

a. kepala;

b. sub bagian tata usaha; dan

c. kelompok jabatan fungsional.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu
Kepcgawaian

Pasal 6

i ha dan kelompok
Kepal . kepala sub bagian tata usat .
ja?;t;n [t{LI;;IngionpaI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

berdasarkan usul dari Kepala Dinas.
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B;aﬂgian Kedug
“Selonigngj '
Pagal 7

1) Kepala UPT Dinas a(
7) Kepala Sub Bagian T:lih Jabatan Struktural Eselon V.0

Eselon IV.b, saha adalah Jabatan Struktural
BAB v
KELO l
MPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1) Kelompok jabatan funps;
s : .
melaksaqakan SCbagiaE ‘:’:al mempunyai tugas pokok
Icie?gan bidang keahliannya Al e (g I Sty
ompok j .

@ yaeng %?tegjll:f;in {?ngsmnal_ dipimpin oleh tenaga scnior
bertanggungjawab kiiilﬁa ]imas' beraca dibawah dan
UPT. epala dinas melalui kepala

lah jeni " :

3) é::éan ﬁzgﬁt d}?n Jenjang jabatan fungsional disesuaikan

uhan beban kerja dan kemampuan dacrah

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 9

(1) Untuk 'mﬁrlyf'«]enggarakan urusan pemerintahan yang
mel:lladl tugas dan fungsi UPT disusun standar prosedur
kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.

(2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual
dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan
fungsional dilingkungan UPT wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi baik
didalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan

organisasi dilingkungan pemerintah daerah atau dengan

instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing.

(4) Setiap pimpinan satuan Orgax_nsas
wajib ~mengawasi, memimpin,

i dilingkungan UPT
mengkoordinasikan,
petunjuk bagi

membimbing ~ serta memberikan . bagl

pelaksanaan tugas pawahannya dan apabila terjadi

penyimpangan agar mengambil Jangkah-langkah yang
erundang-undangan.

ai peraturan P

n satuan organisas
mematuhi

q atasan masing-

i dilingkungan UPT
petunjuk dan
masing dan

diperlukan sesu
(5) Setiap pimpinan
wajib mengikuti

bertanggungjawab kepad

menyafng;)lajijan Japoran berkala' tepal _waktu dengan

tembusan kepada satuan organisasl Jain yang secara
nyai hubungan kerja.

fungsional mempu
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(H’ nlim hia pi“ljiil‘lnn ) KA,
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‘ nnl g i dilin Y

el ,l N tugns- g _ phkungan UPI

OTH il llll-:nnnulmn Bas  pimpinan  satuan

- 0
setingkat dibawnhny, o leh pimpinan satuan organisasi

i e et . .
dalam daftar yryy l“’"“"'l’lssi{t‘:::; memper :ni

(7) Sedap  pimpinag,

. BAB v
KETENTUAN PENUTUP

Panal 10

Peraturan  Bupati  ini  muylai }
( erlaku — pac angpE:
diundangkan, RoE el

Agar setiap r)rt:ng dapat mengetahuinya, memerintahkan
pcngun‘dnr‘lgun Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal

S0,

PIET INKIRIWANG
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